BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 33 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN » RISET DAN INOVASI DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA  BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama - H. RAKHMADI YUSNI, S.Sos, M.AP
NIP + 19701207 199503 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV ¢
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan, Riset Dan Inovasi
Daerah.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;pp

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 35 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama . H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

19681012 198903 1 009

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / -IV ©
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya
Manusia



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

.....
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s
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 34 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : H. RAHMI, S.H.I

19780912 200604 1 008



Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTk.I/IVDb
Jabatan : Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah

KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Kkeuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
ada tanggal 02 Januari 2025

3 BALANGAN,

H. ABDUL HADI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 36 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menctapkan Keputusan
Bupatli tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
i781j);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor -11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA  BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Balangan

Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : FAKHRIYANTO, S.Pt. MP
NIP - 19780601 200501 1 016
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK. 1/1IVb
Jabatan - Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan, Pendapatan Dan Aset
Daerah



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Sl 4

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang yvang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya,;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD  yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

TI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 18 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah:

Nama : H. AHMAD SAUKI, S.KM, MM
NIP : 19731114 200604 1 006
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama/ IV b
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Kesehatan



KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian Kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna Anggaran/
Barang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA . Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

TI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 22 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Sosial Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
42653),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Sosial Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : RIBOWO, S.Pd., M.AP

NIP : 19661002 199001 1 002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Sosial



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

: Dalam  melaksanakan tugasnya  Pejabat Pengguna

Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

.......
-----------

S

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 18 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah:

Nama : H. ABUJI, S.Pd, M.AP

19690813 199412 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IVc
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas:

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

pall

Dalam  melaksanakan  tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 46 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3),;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

Balangan Tahun 2024 Nomor 11);
MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA  DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : Drs. H. MUSA ABDULLAH, MAP
NIP : 19680113 199703 1 007
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

10.
11.
12.
13.
14.

15.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

mengawasi  pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

1
'

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 38 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : Hj. HERLINA, S.Sos., MM

NIP : 19701205 199603 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV a

Jabatan . Plt. Kepala Dinas Perindustrian Dan

Perdagangan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

L

ol R

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

~— Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 31 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

b?hwa berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA

ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah:

Nama : H. RODY RAHMADY NOOR, S.Sos,

MM. Pub
19660313 198903 1 005

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV ¢c
Jabatan : Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya,;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

PATI BALANGAN,

!

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 30 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran /Barang pada
Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Kepemudaan,
Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : MELDA RISDA ELFA, SKM, MM
NIP : 19841220 200904 2 004
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina /IVa

Jabatan : PIt. Kepala Dinas Kepemudaan,

Olahraga Dan Pariwisata



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 02 Januari 2025
PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 2\ /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Menimbang

Mengingat

DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran /Barang pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.



KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : H. AKHMAD NASA'I, S.Kep, MM

NIP : 19650328 198603 1 008
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV ¢
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

et

Dalam  melaksanakan tugasnya  Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya Kkepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 24 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

a.

13

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran /Barang pada
Dinas Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pertanahan Dan
Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan Tahun Anggaran

2025 adalah :

Nama : AIDINNOOR, S.SOS, MM

NIP : 19670817 198509 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTk.I/IVDb

Jabatan : Kepala Dinas Pertanahan Dan
Lingkungan Hidup.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

o e

S

e 4

10.
11.
12.
13.
14.

15.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

mclaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan / perjanjian Kkerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

¢
H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 29 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Menetapkan

KESATU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : DR. AKHRIANI, S.PD, M.AP

19710228 199702 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

PATI BALANGAN,

'

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 25 /Kum TAHUN 2025

TENTANG
PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran /Barang pada
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
scbagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BALANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : Hj. ELLYANNOR, S.Sos, MM.

19670726 198602 2 002

Pangkat/Gol.Ruang PembinaTk.1/IVDb
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Kependudukan

Dan Pencatatan Sipil



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ |2 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA IN SPEKTORAT KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Inspektorat Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama . Drs. URAI NUR ISKANDAR, MM

NIP

19730501 199311 1 001

Pangkat/Gol.Ruang Pembina Utama Muda / IV c

Jabatan : Inspektur Inspektorat.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

) B
2.

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

/l H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 42 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA KECAMATAN AWAYAN KABUPATEN BALANGAN

b

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Kecamatan Awayan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Awayan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama - ASWAL SALAHUDIN, S. IP

NIP

19701208 199203 1 007

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I1/IVDb
Jabatan + Camat Awayan

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

2

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD vyang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

ATI BALANGAN,

)

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 40 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN BATUMANDI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Batumandi
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : ABDUL KHAIR, S.Pd

NIP

19690413 198804 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTk.I/IV Db

Jabatan + Camat Batumandi

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1.
2.

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

PATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 4s /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA KECAMATAN HALONG KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN /BARANG PADA KECAMATAN HALONG

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Halong
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama - RAHMADI, S.Sos, M. AP
NIP : 19810914 201001 1 009
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / [V a
Jabatan : Camat Halong

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

*

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 44 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA KECAMATAN JUAI KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun Anggaran
2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN JUAI KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Juai Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : NANANG EDWARD, S.Sos., MM

NIP

19800127 200604 1 016

Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTk.1 /IVDb

Jabatan : Camat Juai

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1;
2z

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

&

o

©

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

ATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 41 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA KECAMATAN LAMPIHONG KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Lampihong
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : MURDIANSYAH, S.STP., M.IP

NIP

19900521 201206 1 002

Pangkat/Gol.Ruang : Penata Tk.I /IIId

Jabatan : Plt. Camat Lampihong.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

I
2.

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

10.
1 g .
12.
13.

14.

15.

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang danp piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 46 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Paringin
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : HUDI DARMAWAN, M.L.P
NIP : 19860427 200412 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTK.1/IVDb
Jabatan : Camat Paringin

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang tclah ditetapkan,;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 48 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA KELURAHAN PARINGIN KOTA KECAMATAN PARINGIN

Menimbang

Mengihgat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Kelurahan Paringin Kota
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA KELURAHAN
PARINGIN KOTA KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kelurahan
Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : LYSA YULIANTI, A.Md

NIP . 19831211 200604 2 010
Pangkat/Gol.Ruang : Penata TK. 1/ Il d

Jabatan : Lurah Paringin Kota Kecamatan

Paringin Kabupaten Balangan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

S. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Pengguna Anggaran.

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berdasarkan Program Kerja pada Kelurahan Paringin
Kota Kecamatan Paringin Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
DPA Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januafti 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 49 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA KELURAHAN PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Kelurahan Paringin Timur
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana



Menetapkan
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telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781); :

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA KELURAHAN
PARINGIN TIMUR KECAMATAN PARINGIN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kelurahan
Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama . LINDA SETIAWATI, S.Pd

NIP : 19750612 201001 2 010
Pangkat/Gol.Ruang : Penata/ Ill ¢

Jabatan : Lurah Paringin Timur Kecamatan

Paringin Kabupaten Balangan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Pengguna Anggaran.

7. Lkuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berdasarkan Program Kerja pada Kelurahan Paringin
Timur Kecamatan Paringin Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
DPA Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 202g

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 39 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada

Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN PARINGIN
SELATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Paringin
Selatan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : RIZA KURNIAWAN, S.STP., M.IP
NIP : 19870328 200602 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IVa

Jabatan : Camat Paringin Selatan

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

508

Dalam  melaksanakan  tugasnya  Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 43 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

d.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025,

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang pada Kelurahan Batu Piring
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana



Menetapkan

KESATU

KEDUA

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT KUASA
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PADA KELURAHAN BATU
PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Kelurahan Batu
Piring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : ABDI NOOR FADILLAH SAPUTRA,
S.Sos

NIP : 19850421 201001 1 021

Pangkat/Gol.Ruang : PenataTK. 1/ 1l d

Jabatan : Lurah Batu Piring Kecamatan
Paringin Selatan Kabupaten
Balangan

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU bertugas :

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna Anggaran
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Pengguna Anggaran.

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU berdasarkan Program Kerja pada Kelurahan Batu
Piring Kecamatan Paringin Selatan Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran
Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

DPA Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaauact 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 18845/ 43 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA KECAMATAN TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran /Barang pada
Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA KECAMATAN TEBING TINGGI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Kecamatan Tebing Tinggi
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : NORSAMIDI , S.KEP

NIP

19720606 199202 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : PenataTk.I /Il d

Jabatan : Camat Tebing Tinggi

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

L
2.

menyusun RKA-SKPD;
menyusun DPA-SKPD;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 37 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah :

Nama : H. SYAIFUDDIN TAILAH, S.Pd, MM
NIP : 19670403 199403 1 015



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV ¢
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

GAN,

\

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 2% /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan
Persandian Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama . MUHAMMAD NOR ,S.Sos, MM
NIP + 19710823 199303 1 005
Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTK.1 /IVb
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi,

Informatika, Statistik Dan
Persandian



KEDUA : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

KETIGA : Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

ATl BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 28 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Tenaga
Kerja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023



Menetapkan

KESATU

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN
BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Koperasi, Usaha
Kecil Dan Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : ABDURRAHMAN ARRAHIMI, S.Pi

19681117 199703 1 003

Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTK.1/1IVb
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha

Kecil Dan Menengah Dan Tenaga
Kerja.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

o

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
ada tanggal 02 Januari 2025

I BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 32 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Repubrlik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama

MUKHLIS, S.Pi., MM
19670818 199002 1 001

Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTK.1 /IVDb
Jabatan . PIt. Kepala Dinas Ketahanan

Pangan Pertanian Dan Perikanan.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran,;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.

e

N o

o 0

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 20 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT

Menimbang

Mengingat

DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN
2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025
adalah:



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Nama : RAHMADIAH, ST, MT

NIP : 19760309 200604 2 007
Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTk.I/IVb
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum,

Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung

jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya,;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

o o

©o® No

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ %2 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

Menimbang

Mengingat

[—
.

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana = yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Awayan Kabupaten Balangan
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AWAYAN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Awayan Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama - dr.WINPHY PRASETYO
NIP : 19811022 201409 1 001
Pangkat/ Gol. Ruang :Pembina / IV a



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnva kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Awayan Kabupaten
Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Januari 202%

ALANGAN,

H. ABDUL HADI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ S5 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATUMANDI

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana  yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Batumandi Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BATUMANDI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Batumandi Kabupaten Balangan
Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : Hj. NURUL BAHRIAH,
S.Tr.Kes
NIP : 19720804 199202 2 001

Pangkat/ Gol. Ruang :Penata Tk.I/III d



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya Dberdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran,

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Batumandi Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 3Jaauar{ 202s

_BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ %9 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HALONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Halong Kabupaten Balangan
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT HALONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Halong Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama cdr. SUMINTO SASTRO
UTOMO
NIP : 19790316 200604 1 016

Pangkat/ Gol. Ruang :Pembina Utama Muda/ IV ¢



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian  atas  tagihan  dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan; -

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya Dberdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Halong Kabupaten
Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaquari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ %% /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Juai Kabupaten Balangan
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT JUAI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Juai Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama s Dr. ISMAWATI
NIP : 19830903 201409 2 001

Pangkat/ Gol. Ruang :Pembina / IV a



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian  atas  tagihan  dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Juai Kabupaten Balangan
Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Saauaci 202§

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ ¢ /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana  yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Lampihong Kabupaten
Balangan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9J;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
L1);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LAMPIHONG
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Lampihong Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama : Hj. LINDA HERBAYANTI,
AMK
NIP : 19710810 199002 2 002

Pangkat/ Gol. Ruang : PenataTK. 1 /III d



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas  tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Lampihong Kabupaten
Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jamuari 2028

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 8 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOK BATU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Lok Batu Kabupaten
Balangan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT LOK BATU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Lok Batu Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama : SYARIF RAHMATULLAH,
AMKL
NIP : 19721018 199803 1 005

Pangkat/ Gol. Ruang : PenataTk.I /Il d



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;,

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran,;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Lok Batu Kabupaten
Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaouari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ &\ /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana  yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Paringin Kabupaten
Balangan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9J;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Paringin Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama : dr. Hj. AULIA ASMI SETIAWATY
NIP : 19740308 200212 2 005
Pangkat/ Gol. Ruang : PembinaTK. 1 /IVDb



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas  tagihan  dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Kabupaten
Balangan Tahun 2024.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaauari 2026

BUPATI BALANGAN,

L ]

H. ABDUL HADI



<R

BUPATI BALANGAN

\ ,
-

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 52 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN SELATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
L1);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PARINGIN
SELATAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN
20235.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : drg. SITI MARFUAH
NIP : 19700818 200012 2 003
Pangkat/ Gol. Ruang :Pembina TK. 1/IV b



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana sebagaimana dimaksud diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan  yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Paringin Selatan
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 3Januafi 202

ATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ sg /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PIRSUS
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Pirsus Kabupaten Balangan
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PIRSUS
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Pirsus Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama . dr. MELISSA YOSEPHINE
MANOI, M.Kes
NIP : 19890417 202202 2 001

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Muda TK. 1 /Il b



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran,;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Pirsus Kabupaten
Balangan Tahun 2025 .

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jonuari 2035

BUPATI BALANGAN,

)

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ ¢ /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH HABANG

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana  yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Kabupaten
Balangan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali



Menetapkan

KESATU

diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TANAH
HABANG KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Kabupaten
Balangan Tahun 2025 adalah :

Nama : GUSTI RAHMIATI, S. Kep,Ns
NIP : 19850904 200904 2 006
Pangkat/ Gol. Ruang :Pembina/ IV a



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa  Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Tanah Habang Kabupaten
Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 3Saquafi 2075

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 54 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEBING TINGGI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana  yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
L1);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TEBING
TINGGI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan Tahun 2025 adalah :

Nama : RUSMA WAHYUDI, SKM,M.H
NIP : 198409021 201001 1 012
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk.I /IIl d



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian  atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Tebing Tinggi Kabupaten
Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaauact 2025

BUPATI BALANGAN,

.

H. ABDUL HADI
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BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ ¢o /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

Menimbang

Mengingat

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UREN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana  yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Uren Kabupaten Balangan
Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2

Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
L1);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UREN
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Pusat
Kesehatan Masyarakat Uren Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama : RAHMAT YUSLIANSYAH,
S.Kep, Ns
NIP : 19800215 200501 1 004

Pangkat/ Gol. Ruang : Penata / Ill ¢



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian  atas  tagihan dan
memerintahkan pembayaran;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan  tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran;

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Pusat Kesehatan Masyarakat Uren Kabupaten Balangan
Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Pengguna Anggaran.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaquari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ && /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan
program pembangunan sebagaimana yang
ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

. bahwa berdasarkan pertimbangan secbagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten
Balangan Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

KESATU

Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9},

. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11

Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor
11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI  TENTANG PENUNJUKAN
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Rumah Sakit
Umum Daerah Datu Kandang Haji Kabupaten Balangan
Tahun 2025 adalah :

Nama : drg. SUDIRMAN, M.M
NIP : 19700126 200212 1 006
Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina TK. 1/ IV D



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran /Barang
sebagaimana dimaksud padadiktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan tindakan  yang  mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran belanja;

2. melaksanakan anggaran Unit Kerja / Bidang
dipimpinnya;

3. melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran,;

4. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan
pajak;

5. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah
ditetapkan;

6. melaksanakan tugas-tugas Kuasa Pengguna
Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang
dilimpahkan oleh Pengguna Anggaran,

7. kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab atas
tugasnya kepada Pengguna Anggaran.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa
Pengguna Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU berdasarkan Program Kerja pada
Rumah Sakit Umum Daerah Datu Kandang Haji
Kabupaten Balangan Tahun 2025.

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pengguna
Anggaran.

Segala Dbiaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Jaauaci 2o2s

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ 23 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

KESATU

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : NOOR ASPARIAH, SP. MP

NIP : 19660613 199802 2 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV c
Jabatan . Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

UPATI BALANGAN,

L4

H. ABDUL HADI



Menimbang

Mengingat

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ \s /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN

TAHUN ANGGARAN 2025
BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran /Barang pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : H. SUTIKNO, AP, M.AP

NIP : 19760417 199412 1 001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Madya / IV d
Jabatan : Sekretaris Daerah



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1. menyusun RKA-SKPD;

2. menyusun DPA-SKPD;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

o

Dalam  melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya Kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

ATI BALANGAN,

l

H. ABDUL HADI



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 985 /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,
Menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang .dxtentukan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

p

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana -
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023

Dipindai dengan CamScanner
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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9.

10.
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12,
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14,

15,

melaksanakan anggaran PD yang dipimpinnya;
melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembaynran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan
pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab PD yang dipimpinnya;

mengelola barang milik daerah/kekayaan dacrah yang
menjadi tanggung jawab PD yang dipimpinnyn;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan PD
yang dipimpinnya;

mengawasi  pelaksanaan anggaran PD  yang
dipimpinnya;

menetapkan PPTK dan PPK PD;

menetapkan pejabat lainnya dalam PD yang
gipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

: Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna

Anggaran/Barang scbagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati.

: Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 mer 2018

UPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

Menetapkan

KESATU

KEDUA

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun
2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023
Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA

ANGGARAN/BARANG PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025.

: Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Daerah

Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025 adalah :

Nama : H. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP

NIP : 19681012 198903 1 009

Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV ¢

Jabatan : Penjabat Sekretaris Daerah Kab.
Balangan

: Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU bertugas :

1.  menyusun RKA-PD;

2.  menyusun DPA-PD;

3.  melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 188.45/ (e /Kum TAHUN 2025

TENTANG

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BALANGAN TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BALANGAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran dan program
pembangunan sebagaimana yang ditentukan dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Barang pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Balangan Tahun Anggaran 2025;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten
Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



Menetapkan

KESATU

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun

2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG PADA  SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan Tahun
Anggaran 2025 adalah :

Nama : H. TAMRIN, S.Ag, SE, M. AP
NIP : 19731224 199403 1 007
Pangkat/Gol.Ruang : PembinaTk.I/IVDb
Jabatan : Kepala Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah.
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Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU bertugas :

| 7% menyusun RKA-SKPD;

2.  menyusun DPA-SKPD,

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran belanja;

4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

S. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;

melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan

pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

8. menandatangani SPM;

9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang
dipimpinnya;

13. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;

14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Kkeuangan
daerah;

15. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

i

Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengguna
Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan
wewenangnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kuasa
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 02 Januari 2025

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI



